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2 KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAM KERUDAYAAN
REPUBLIK INDONESTA >
NOMOR 0260/0/1994
TENTANG
EMBUIKAAN DAN PENEGERIAM SEIKOLAT
TATLIN PELAJARAN 1983/1004
MENTERT PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Met i bang, o obahwa  untek meningkatkan dava tinpung Sckolah Lanjutan  Tingkat
Pertama (SLIPY dalam menunjang pelaksanaan wajil belajar pendidikan
dasar 9 tahun seria daya tampung Sekolah Menengah Uimnm (SMA) dan
Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLUP . dipandang pesl
membuka dan meneoerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994
Mengingat c 1. Undang-undang Nomor 2 Tabun 1989:;
v 2. Peraturan Pemerintahy:
A, MNMomor 27 Tabhun 1990,
h.  Naomor 28 Tahan 1990:
¢. Nomor 29 Fahun 1990
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a.  Nomor 44 Tahun 1974;
b.  Momer- 15 Tahnn 1984 sehapannana telah bebecapa kali dabali
terakhin denpan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
1S Tahun 1994,
¢.  Nomor 96/N Tahan 1093:
d.  Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Moenteri Perdidikan d'm Kebudayaan:
a.  Momor 0296/0/1978 tangpal 2 Sepwmber 1978,
b.  Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Lesember 1978;
c. MNomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978,
d.  Nomaor 090/0/1979 tangpal 26 Mei 1979,
e.  Nomor 037/0/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f.  Nomor 0262/0/1984 tanggal 14 Juni [984:
" ‘ g, Nomor 0248/U/1085 anggal 5 Juni 1985;
: h.  Nomor 064/O71987 tangaeal 16 Jannari 1987,
2 i, Nomor 085/1)/1994 tangpal 14 April 1994,
3 |
Memperhatikan  : Persetujuan Mentert Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
Nomor B-1256/1/94 tangeal 28 September 1994,
MEMUTUS K.AN:
Menerapkan KEPUTUSAN  MENTERY PENDIMEKAN DA KEBUDAYAAN

REPHBLIK  INPONESTA TEFHTANG $PEHIBITEAAN fJAN
PENEGERIAT SEKOLATTAFIBE Pl ATAREAN 111371004 Ce
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Pasal 1
Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMP), Sckolah Menengah Umum (SMA). dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMEY Negeri serta mencgertkan SMPP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi
di Indonesia tahun pelajaran 19931994 sehagaimana teecantom dalam 1 ampiran
I Keputusan ini.
PPasal 2
() Kedudukan, tugas dan fungsi, sustiaan organtssa don ta kerja serta
struktur organisasi TK, SMDP', SMA, dan SMIC Plepen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | masing-masiog adalali sebapanmana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayann
a. Nomor 0296071978 tanggal 3 September 1978;
b.  Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1974
¢.  Nomor O371/0/1978 anggal 22 Desember 1978
d. Nomor 090/0/1979 anggal 26 Mei 1979,

(2)  Struktur organisast TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Fampiran Keputusan i,

Pusal 2
Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depantem i Pendidikan dan
Kebudavaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan din pencgerian sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang herada di swolayahaya ninsing - masing.

Pasal 4
Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing: masing Proptast dibebankan pada
mata anggaran yang sestai sebagaimana tercantum dalam Lolom 7 Lampiran |
Keputusan ini,

Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
a. TK Negeri 69 buah:
b.. SMP Negeri  8.773 buah;
c. SMA Negeri 2,399 buah;
d. SMIK Negeri 28 buah;
e.  SMT Pertanian  Negent 42 buah;
£ SMKK Negeri 86 bual.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Puasal 6
Keputusan ini mulai berlako pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal § Oktober 1994

MEGTERD PENDIDIKAMN DAN KEBUDAYAAN
ied.

Prof.Drv Tapg Wardinme Dlojuucoro
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Aentari Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Sekretaris Jendera) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Divektur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Semua Sckretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal. dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Dcpar{cmug} Pendidikan dan
Kebudayaan: i

7 Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat,

Pendidikan dan Kebudayaan:

U A& N —

Inspektur dalam lingkungan Departemen

8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebud
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat | di Propinsi setempat:
10, Badan Adminisirasi Kepegawaian Negara;

[1. Radan Pemeriksa Keuangan:
12,

ayaan di Propinsi setempat;

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kantor Perlsndaharaan dan Kas Negara setempat;

o Yang bersanplutan untuk diperpunakan sepetlunya.

Salinan sesua) dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyaraka
Departemen pe neidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancanpan
Perdturan Perumdang. undangan
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